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Pernyataan Kembali Komitmen ADB SAFEGUARD

POLICY REVIEW
AND UPDATE

Untuk Konsultasi yang Bermakna LVE

Konsultasi dalam rangka Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB (Safeguard
Policy Review and Update,SPRU) Tahap Il bertujuan untuk memberi kesempatan para pemangku
kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat tentang upaya perlindungan lingkungan
hidup dan social ADB dengan cara yang paling bermakna dan aman.

Semua pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan dan masalah yang ada terkait proyek
pada kesempatan sesi konsultasi,dan semuanya akan dicatat dan didokumentasikan dengan seksama,
sehingga ADB dapat meninjau,mempertimbangkan dan menanggapinya bila perlu. Materi latar
belakang pada area tematik telah dirilis sebagai referensi peserta dalam dialog ini.

Semua jenis umpan balik mengenai proyek akan disambut baik dan tidak akan digunakan untuk
tindakan yang mengarah pada pembalasan,penyalahgunaan,atau segala bentuk diskriminasi.
Dokumentasi tertulis sesi yang berisi ringkasan umpan balik akan dibuka untuk ditinjau oleh para
pemangku kepentingan yang berpartisipasi sebelum diungkapkan kepada publik,untuk memastikan
kenyamanan dan keamanan para pemangku kepentingan,serta keakuratan dan transparansi catatan
konsultasi.

Jika ada masalah atau kekhawatiran tentang kerahasiaan, potensi risiko, penyalahgunaan atau
diskriminasi apapun selama konsultasi,hubungi sekretariat Safeguard Policy Review & Update (SPRU)

di safeguardsupdate@adb.org.


mailto:safeguardsupdate@adb.org

Mohon Perhatian = SAFEGUARD
AND UPDATE

v" Jika mungkin, ikutilah konsultasi di tempat yang tenang dan bebas dari
gangguan.

v" Pastikan audio dan video Anda berfungsi.
v" Pastikan mikrofon Anda sudah dimatikan (mute) saat Anda tidak berbicara.

v" Tekan tombol “angkat tangan” pada fitur Zoom untuk mengajukan poin
atau pertanyaan.

v" Hormati peserta lain yang bergabung.
v" Harap patuhi waktu sesuai dengan agenda yang disepakati. 7




Simultaneous interpretations available!
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Simultaneous interpretations available!
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The official online platform for ADB's Safeguard Policy Review and Update (SPRU) Regional Consultations

Click on the Interpretation button
at the bottom of your Zoom screen.
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AGENDA = PoLicY REviEw

AND UPDATE

. Pendahuluan (5 min)
Azim Manji, Moderator Sesi dan Ketua Tim Pelibatan Pemangku Kepentingan

2.  Sambutan & Gambaran Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (2009) & Proses Pembaruan (5
mins)

Bruce Dunn, Direktur, Divisi Upaya Perlindungan
3. Sesi |: Persyaratan Upaya Perlindungan 2: Proses Peninjauan & Pembaruan Upaya Perlindungan
Pemukiman KembaliTidak Secara Sukarela (7 mins)

Irina Novikova, Spesialis Senior Pembangunan Sosial, SDSS

4. Sesi 2:Temuan Studi dan Isu Utama (10 mins)
Ralf Starkloff, Konsultan ADB

5. Sesi 3a: Diskusi dipandu Moderator Bagian | (30 mins)
Moderator:Reisha Jones, Konsultan,SDSS

6. Rehat (5 Menit)

7. Sesi 3b: Diskusi dipandu Moderator Bagian 2 (45 mins)
Moderator: Reisha Jones, Konsultan, SDSS

8. EvaluasiAcara (5 menit)

9. Kesimpulan (5 menit)
Bruce Dunn, Direktur, Divisi Upaya Perlindungan






Sesi l:

Gambaran Umum dan Upaya Perlindungan
Pemukiman Kembali Tidak Sukarela ADB

(Involuntary Resettlement,IR) dan Proses Peninjauan

Irina Novikova, Spesialis Senior Pembangunan Sosial
Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan lklim (SDCC)
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Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, 2009 (SPS):

Gambaran Umum

1

3

Tiga Tujuan Kebijakan

Menghindari dampak buruk dari proyek-
proyek terhadap lingkungan hidup dan
orang-orangyang terkena dampalk, jika
dimungkinkan;

Meminimalkan, mengurangi, dan/atau

mengkompensasi dampak proyek yang
merugikan terhadap lingkungan hidup dan

orang-orang yang terkena dampak Ketika
penghindaran tidak dimungkinkan.

Membantu peminjam/klien untuk

memperkuat sistem upaya perlindungan

mereka dan mengembangkan kapasitas
untuk mengelola risiko lingkungan hidup
dan sosial.

Ruang Lingkup dan Rancang Bangun

Disetujui Juli 2009, efektif March 2010, 11 tahun pengalaman
implementasi

Ruang Lingkup: 3 bidang kebijakan utama: Lingkungan Hidup
(Environemnt, ENV), Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela
(Involuntary Resettlement, IR), dan Masyarakat Adat (Indigenous
People, IP)

Rancang Bangun:
. Satu payung kebijakan. 3 perangkat prinsip kebijakan.

. Persyaratan peminjam untuk masing-masing dari 3 bidang
kebijakan (Lampiran 1-3)

. Persyaratan untuk modalitas keuangan yang berbeda — misalnya
pinjaman sektor, bantuan darurat, pinjaman berbasis kebijakan,
perantara keuangan, pembiayaan korporat.

Tidak mencakup pinjaman berbasis hasil (Lampiran 4)

. Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (Lampiran 5)

. Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara
(Lampiran 6)



Upaya Perlindungan Pemukiman Kembali Tidak Sukarela::
Gambaran Singkat

Berlaku untuk semua proyek pemerintah dan non-pemerintah yang dibiayai dan
dikelola ADB, dan untuk kegiatan yang dilakukan dalam mengantisipasi pembiayaan
ADB

Upaya Perlindungan IR): Tujuan, ruang lingkup dan pemicu dan |2 prinsip kebijakan;
Persyaratan Upaya Perlindungan (Safeguard Requirement 2,SR2) menentukan peran
dan kewajiban Peminjam / Klien; proses pelaksanaan kebijakan bersama




Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB, 2009 (SPS):

Gambaran Umum

Tujuan Upaya Perlindungan IR

¢ Pemicu: pemindahan fisik dan ekonomi yang terkait dengan pengadaan
Menghindari pemukiman kembali tidak lahan yang tidak sukarela, pembatasan penggunaan lahan yang tidak
1 secara sukarela (IR), jika dimungkinkan; sukarela, dan pembatasan akses ke sumber daya / kawasan yang ditunjuk
secara hukum dan kawasan lindung; dampaknya bisa secara penuh
/parsial, permanen atau sementara.

Meminimalkan, pemukiman kembali * Persyaratan Utama:
tidak secara sukarela, dengan menjajaki . Penyaringan, kategorisasi dan penilaian dampak IR

alternatif proyek dan desain. . Perencanaan IR: mempersiapkan / memperbarui dan
2 mengungkapkan rencana pemukiman kembali

M lihkan d inokatk . Konsultasi pemangku kepentingan dengan orang-orang terlantar
M eimEiekaticcniidi dan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism,
3 pencaharian semua orang terdampak GRM)
secara nyata dibandingkan kondisi . Pemulihan mata pencaharian melalui penggantian / kompensasi
sebelum proyek untuk aset yang hilang dengan biaya penggantian;tidak ada
perpindahan sebelum kompensasi diberikan
Meningkatkan standar kehidupan warga . Pemberian bantuan dan dukungan (tunai dan non tunai)

4 miskin dan kelompok rentan lainnya . Perlindungan bagi orang-orang terpindahkan tanpa pengakuan hak

legal atas tanahnya




Departemen Evaluasi Independen (Indpendent Evaluation

Department, [ED): ADB

I. Maksimalkan nilai tambah perlindungan IR di luar kompensasi. Evaluasi IED menemukan
kinerja upaya perlindungan ADB untuk pemukiman kembali tidak sukarela (IR) secara umum
memuaskan; Namun, IED mencatat ketergantungan utama pada upaya perlindungan kompensasi untuk
orang-orang yang terkena dampak dengan kelemahan dalam pemulihan dan perbaikan mata pencaharian
secara simultan, terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan yang sangat terdampak.
Merekomendasikan ketentuan pemulihan mata pencaharian dan pendekatan mitigasi yang lebih jelas.
Mencatat kelemahan dalam konsultasi pemangku kepentingan dan pengungkapan rencana pemukiman
kembali, dan selanjutnya merekomendasikan peningkatan pengungkapan dokumentasi perlindungan
dalam bahasa lokal dan peningkatan partisipasi staf pemerintah dalam konsultasi.

2. Merekomendasikan pendekatan terpadu baru untuk penilaian risiko dan kategorisasi.
Penggunaan angka ambang batas 200 orang yang sangat terdampak untuk proyek kategori IR “A” dinilai
tidak memadai dan tidak cukup berorientasi pada risiko, karena tidak secara tepat menilai risiko variabel
dalam konteks sosio-ekonomi, kelembagaan, dan negara.

3. Merekomendasikan mekanisme yang diperbaiki dalam menilai risiko sosial suatu proyek
dan dampak pada masyarakat, orang dan mata pencaharian mereka yang bukan sebagai
akibat dari pengadaan tanah tidak secara sukarela tetapi masih dapat menyebabkan
perpindahan fisik dan ekonomi.



Metodologi dan Proses Studi Analitis:

Tujuan StudiAnalitis:

* Tujuan studi adalah untuk memberikan rekomendasi berdasarkan informasi untuk pembaruan
persyaratan yang terkait dengan pembebasan lahan,pembatasan penggunaan lahan,dan
pemukiman kembali yang tidak secara sukarela.

Metodologi Studi Analitis:

* Tinjauan literatur - Laporan |[ED dan Respons Manajemen ADB, dokumen proyek yang terkait
dengan upaya perlindungan IR

*  Perbandingan dengan kebijakan lembaga keuangan multilateral (Multilateral Financial
Institutions, MFI) lainnya - Analisis komparatif dengan EBRD, IFC, IDB, Bank Dunia

*  Konsultasi dan lokakarya pemangku kepentingan - staf ADB, anggota negara-negara berkembang
(DMC:s), klien dan organisasi sektor swasta, organisasi masyarakat sipil.



Sesi 2

Temuan Studi dan Isu Utama

Ralf Starkloff, Konsultan ADB, SDSS

Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (Sustainable Development & Climat
Change,SDCC)
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Temuan Perbandingan Kebijakan IR ADB dengan Kebijakan MFl lain  AT)B

Tujuan dan Ruang Lingkup Penerapan

ADB selaras dengan MFI lain untuk tujuan menghindari dan meminimalkan dampak IR yang merugikan.

* MFI lainnya mencakup di antara tujuan kebijakannya:menghindari penggusuran paksa, kompensasi
dengan biaya penggantian dan keterlibatan pemangku kepentingan.

* Beberapa MFI mencakup persyaratan untuk transaksi tanah sukarela,seperti hibah tanah sukarela.

* Beberapa MFI menerapkan standar IR untuk mengatasi dampak mata pencaharian yang bukan sebagai
akibat dari pengadaan lahan.

Klasifikasi risiko dan kategorisasi

* KecualiADB, semua MFI mengadopsi penilaian lingkungan hidup dan sosial terpadu berbasis risiko.




Temuan Perbandingan Kebijakan IR ADB dengan Kebijakan MFI lain ADB

Rencana mitigasi

* Semua MFI mensyaratkan persiapan berbagai jenis dokumen perencanaan pemukiman kembali
yang sepadan dengan tingkat perpindahan.

* Semua MFI mengizinkan penggunaan kerangka kerja pemukiman kembali untuk proyek yang
belum ada penilaian dampak yang disiapkan sebelum persetujuan proyek

* ADB membatasi penggunaan kerangka kerja kebijakannya hanya untuk empat modalitas
keuangan.

Keterlibatan pemangku kepentingan

* Semua MFI mensyaratkan pengungkapan informasi yang relevan tentang dampak perpindahan
dan langkah-langkah mitigasi dalam bahasa lokal dan dengan cara yang sesuai secara budaya yang
dapat diakses oleh masyarakat.

* Beberapa MFI memerinci jenis informasi yang diperlukan.

* KecualiADB, tidak ada MFI yang secara eksplisit mensyaratkan pengungkapan penuh dokumen
pemukiman kembali di situs web mereka..



Temuan Perbandingan Kebijakan IR ADB dengan Kebijakan MFl lain  AT)B

Monitoring dan Implementasi

. ADB secara eksplisit mewajibkan pengungkapan laporan monitoring di situs web ADB.

* Untuk memastikan verifikasi penyelesaian implementasi Rencana Pemukiman Kembali,terutama
untuk IR kategoriA, MFI lainnya mensyaratkan laporan penyelesaian IR pengadaan lahan dan/atau
laporan hasil tinjauan kepatuhan dari pihak eksternal.

* ADB tidak mensyaratkan audit dan laporan penyelesaian IR yang tersendiri tetapi mewajibkan
Monitoring & Evaluasi secara terus menerus dan mengungkapkan penyelesaian implementasi
Rencana Pemukiman Kembali dalam laporan penyelesaian proyek.

Peran dan tanggung jawab
* Pembagian tanggung jawab dalam kebijkaan MFl lain setara dengan kebijakan ADB.

* MFI lain melakukan penyaringan, uji tuntas, pengawasan,dukungan dan pengembangan kapasitas.

* Peminjam menerapkan semua persyaratan untuk mengelola standar upaya perlindungan.



Isu-isu kunci untuk
dipertimbangkan =
lebih lanjut =

SAFEGUARD
POLICY REVIEW
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Rancang Bangun dan Integrasi

|. Menerapkan pendekatan standar kinerja, dengan persyaratan yang mengikat bagi
Peminjam dan ADB, termasuk untuk staf, dengan memperjelas peran dan tanggung
jawab masing-masing dalam pengelolaan pengadaan lahan dan pembatasan
penggunaan lahan (Land Acquisition, LA / Land Use Restriction, LUR).

2. Menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk penyaringan, pelingkupan dan
kategorisasi LA / LUR tanpa angka ambang batas untuk menilai signifikansi dampak.

3. Menerapkan analisis dampak lingkungan hidup dan sosial terpadu sebagai alat
penilaian yang mencakup semua risiko sosial yang diantisipasi dan dampak proyek,
dengan persyaratan khusus untuk LA / LUR.




Isu-isu kunci untuk
pertimbangan lebih lanjut (=
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Ruang lingkup penerapan
l.

Untuk mencakup bentuk LA / LUR yang tidak secara sukarela maupun yang sukarela,
memperbaiki praktik penerapan kebijakan dan memberikan panduan yang lebih jelas

Untuk memperjelas ketentuan terkait pembatasan penggunaan lahan dan pembatasan
akses (mengenai dampak terkait infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam)

Untuk memperjelas ketentuan terkait dampak sosial dari fasilitas yang ada, masalah
warisan (legacy) dan dampak kumulatif dan mitigasinya.

Untuk memperjelas ketentuan mitigasi dampak pada mata pencaharian & kerugian
aset yang bukan disebabkan oleh pengadaan lahan.




Isu-isu kunci untuk

pertimbangan lebih lanjut (=

Penguatan ketentuan lainnya

SAFEGUARD
POLICY REVIEW
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|.Agar mengkaitkan perencanaan LA / LUR dengan kesiapan desain teknis melalui

- pelaksanakan rencana pengadaan lahan siap pakai, atau

- penggunaan kerangka kerja dengan bersamaan peningkatan pelingkupan (scoping)

2.Agar lebih memperjelas ketentuan terkait LA/LUR untuk hal-hal berikut:

Penilaian aset yang hilang
pemulihan mata pencaharian
relokasi orang-orang terlantar yang
tidak memiliki hak atas tanah

Kerentanan
Gender

langkah-langkah mitigasi untuk warga
tempatan

memperkuat kapasitas Peminjam
untuk manajemen LA / LUR
pemantauan dan verifikasi pihak
eksternal dan pihak ketiga
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Silakan sampaikan umpan balik Anda

|. Apa yang Anda harapkan dari Pembaruan SPS untuk Standar yang
diusulkan tentang Pengadaan Tanah?

2. Masalah apa yang perlu dicakup?
3. Perubahan apa yang ingin Anda lihat?

SAFEGUARD
(| POLICY REVIEW
+— AND UPDATE




Urutan untuk Tanya Jawab

Urutan pertama - Terbuka untuk pernyataan dan berbagi perspektif dan
rekomendasi (mengangkat tangan untuk berbicara)

Urutan kedua — Pertanyaan yang dikirim sebelumnya (melalui pendaftaran
Zoom)

Urutan ke-3 — Pertanyaan yang diposting di chat box dan peserta yang
mengangkat tangan akan dipanggil sesuai kelompok urutan.

SAFEGUARD
31| POLICY REVIEW
+— AND UPDATE







Time remaining for the break

Apa pandangan Anda tentang hal-hal berikut?

|.  Ruang lingkup standar untuk mencakup pengadaan tanah secara sukarela dan
tidak secara sukarela dan pembatasan penggunaan lahan;

2. Penggunaan penilaian risiko terpadu dan kategorisasi;

3. Mencocokkan persyaratan perencanaan pengadaan tanah dengan kesiapan desain
teknis;

4. Mengatasi dampak terhadap mata pencaharian & kerugian lain yang tidak
disebabkan oleh pengadaan tanah;

5. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan untuk mitigasi pengadaan tanah dan
pembatasan penggunaan lahan.

SAFEGUARD
31| POLICY REVIEW
+— AND UPDATE




Polling Singkat

Dari nilai | (tidak efektif) ke nilai 5 (sangat efektif),

Bagaimana Anda menilai efektivitas konsultasi ini??

Umpan balik tertulis secara cepat dapat disampaikan
melalui www.menti.com

SAFEGUARD
(| POLICY REVIEW
+— AND UPDATE
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TERIMA KASIH!

AYO | KUT https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review
1A WEBPAGE
Kirimkan umpan
balik dan saran https://www.facebook.com/AsianDevBank
FACEBOOK PAGE

safeguardsupdate@adb.org
E-MAIL

SAFEGUARD
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